
 

 

 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR 18 TAHUN 2019 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR  

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 58 TAHUN 2011 TENTANG  

PUSAT PERBENIHAN YOGYAKARTA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa Pusat Perbenihan Yogyakarta telah ditetapkan 

dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pusat 

Perbenihan Yogyakarta sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istiwewa 

Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pusat 

Perbenihan Yogyakarta; 

 b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2018 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, 

Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan, fasilitasi Pusat Perbenihan 

Yogyakarta dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa 

 SALINAN 



Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pusat 

Perbenihan Yogyakarta; 

 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 827); 

  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5339);  

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 

Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

1950 Nomor 58); 

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pusat Perbenihan 

Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa 



Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 59), sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 

Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Gubernur Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pusat 

Perbenihan Yogyakarta (Berita Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 15); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA 

ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA 

YOGYAKARTA NOMOR 58 TAHUN 2011 TENTANG PUSAT 

PERBENIHAN YOGYAKARTA. 

 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pusat 

Perbenihan Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 59), sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 

14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Gubernur Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pusat Perbenihan 

Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun 2017 Nomor 15) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2 

(1) Jogja Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 memiliki tugas sebagai berikut: 

a. sebagai koordinator dan fasilitator layanan 

informasi, konsultasi, diseminasi dan 

promosi kegiatan perbenihan/perbibitan 

tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, 

kehutanan, dan peternakan serta perikanan; 

 



b. memfasilitasi pengembangan kerjasama 

antar pelaku usaha perbenihan/perbibitan 

dan pembentukan jejaring untuk 

kepentingan perbenihan/perbibitan tanaman 

pangan, hortikultura, perkebunan, 

kehutanan dan peternakan serta perikanan; 

c. memfasilitasi pertemuan antar pelaku usaha 

perbenihan/perbibitan tanaman pangan, 

hortikultura, perkebunan, kehutanan dan 

peternakan serta perikanan; 

d. memfasilitasi informasi melalui media 

internet dari hasil-hasil pengkajian dan 

penelitian serta ketersediaan benih yang 

dilakukan lembaga penelitian/perguruan 

tinggi komoditas tanaman pangan, 

hortikultura, perkebunan, kehutanan dan 

peternakan serta perikanan; dan 

e. memfasilitasi percontohan benih/bibit 

tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, 

kehutanan dan peternakan serta perikanan; 

(2) Ketua Jogja Benih bertanggungjawab kepada 

Gubernur. 

(3) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah 

Istimewa Yogyakarta melakukan evaluasi 

terhadap pelaksanaan kegiatan Jogja Benih 

setiap 3 (tiga) tahun sekali. 

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 3 

Biaya pelaksanaan kegiatan Jogja Benih dibebankan 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan melalui 

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

 

 



Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

 

 

Ditetapkan di Yogyakarta 

pada tanggal 26 Februari 2019 

 

GUBERNUR 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

                        ttd. 

 

HAMENGKU BUWONO X 

 

Diundangkan di Yogyakarta 

pada tanggal 26 Februari 2019 

 

SEKRETARIS DAERAH 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

                        ttd. 

 

GATOT SAPTADI 

 

 

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 18   
 
 

 

 

 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

 
ttd. 

 
DEWO ISNU BROTO I.S. 
NIP. 19640714 199102 1 001 


	b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, fasilitasi Pusat Perbenihan Yogyakarta dilaksan...

